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 ABSTRAK 
 
 

Ibnu Hakiki. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Sub 

Bagian Tata Usaha Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebagai staf 

Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus - 30 

September 2020. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memperoleh 

keterampilan, menambah pengalaman serta pengetahuan tentang dunia kerja 

yang berhubungan dengan konsentrasi praktikan agar praktikan siap dalam 

menghadapi persaingan dunia kerja nanti dan untuk memenuhi salah satu mata 

kuliah program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: Menginput data 

Wajib Retribusi (WR) ke dalam sistem, Menetapkan tarif retribusi kepada WR 

berdasarkan sistem, Merekap Wajib Retribusi (WR) yang jatuh tempo (Piutang), 

Monitoring Retribusi dan Realisasi Retribusi, Membuat SKRD (Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah), Membuat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah.   

 

 

 

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pajak, Retribusi, E-

Retribusi, Tata Usaha, Keuangan, Monitoring, Realisasi 
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ABSTRACT 
 
 

Ibnu Hakiki. Internship Report (PKL) in the Sub Division of Administration 

of the Environmental Agency East Jakarta as a Regional Tax and Retribution 

staff was carried out on 03th August - 30th September 2020. Bachelor's degree in 

Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. This internship 

is purposed to gain skills, get some experience and knowledge about work life 

that related to student/intern's concentration which can help intern to get ready 

in work life's competition. This internship activity also purposed to comply one 

of the courses of the undergraduate management program, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta. The tasks that given to intern, there are 

: Input Retribution Payer (WR) data into the system, Setting retribution rates to 

WR based on the system, Recapitulate due date Retribution Payer (WR), 

Monitoring Retribution and Retribution Realization, Creating SKRD (Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah), Creating SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah).  

 

 

 

Keywords : Internship (PKL), Taxes, Retribution, E-Retribution, Governance, 

Finance, Monitoring, Realization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar belakang Praktik Kerja Lapangan 

 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk kegiatan 

akademik yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja kepada 

mahasiswa. Dalam kegiatan ini, mahasiswa yang terlibat di dalamnya 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama kegiatan 

belajar di kampus. Melalui PKL, mahasiswa diharapkan dapat mengasah 

dan mengembangkan penguasaan keahlian suatu bidang tertentu serta 

menambah pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki 

dunia kerja yang sebenarnya. 

Di institusi pendidikan, PKL umumnya merupakan suatu kewajiban 

akademik yang diharapkan dapat menghubungkan dunia industri sebagai 

tempat untuk mengimplementasikan ilmu dengan dunia pendidikan sebagai 

tempat untuk menimba ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan untuk 

mempersiapkan mahasiswa sehingga dapat menghadapi serta mengatasi 

persaingan di dunia kerja. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai institusi pendidikan memiliki 

program yang mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan PKL 

sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana. Sebagai salah 

satu kewajiban akademik, UNJ mewajibkan pelaksanaan PKL di industri 

maupun lembaga pemerintahan selama sekurang-kurangnya 40 hari kerja. 
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Pada kesempatan ini, praktikan melaksanakan PKL di Suku Dinas 

Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Sudin lingkungan hidup merupakan 

bagian dari instansi pemerintah, khususnya dibidang lingkungan baik itu 

udara, air, dan darat. Di kantor ini, praktikan ditempatkan pada Sub bagian 

Pajak dan Retribusi Daerah, Sub divisi Tata usaha. Secara umum, Sub 

bagian Pajak dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan untuk mencatat 

penerimaan daerah dari retribusi serta pengenaan pajak daerah berdasarkan 

UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  

Kantor tersebut dipilih karena Sudin Lingkungan Hidup merupakan 

Lembaga instansi pemerintah yang mengatur limbah serta sampah yang ada 

di wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Timur. Adapun program dari 

dinas lingkungan hidup ; Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Truk 

Compactor, Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-event 

Insidental, Penyediaan Mesin Pencacah Sampah, Rancangan Retribusi dan 

Pengembangan Zona Pelayanan Kebersihan, Penegakan Hukum 

Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup.  Alasan Suku 

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dipilih sebagai tempat PKL karena 

praktikan ingin mengetahui bagaimana sebuah lembaga Pemerintah 

menjalankan fungsi keuangannya. 

Manfaat yang praktikan peroleh selama melaksanakan PKL adalah 

praktikan mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang tidak praktikan 

peroleh dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu baru yang praktikan 

dapatkan di antaranya adalah bagaimana cara menginput data dalam sistem 
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E-Retribusi, menetapkan tarif perhitungan pemungutan retribusi daerah, 

serta mengetahui monitoring dan realisasi Retribusi.. Oleh karena itu, 

dengan adanya ilmu baru yang praktikan peroleh, pihak universitas 

diharapkan dapat memberikan fasilitas lain untuk mahasiswa yang dapat 

menunjang persiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 

Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilakukan oleh praktikan adalah: 
 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
 

2. Mendapatkan pengetahuan serta pengalaman langsung dalam dunia 

kerja di bidang keuangan 
 

3. Menyiapkan diri menjadi tenaga kerja yang terampil dalam 

menghadapi dunia kerja 

 
Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan oleh 

praktikan adalah: 

 
A. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan yang 

dilaksanakan di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur 
 

B. Menambah keterampilan mengenai proses pengelolaan keuangan 

terutama dalam bidang pajak dan pengenaan retribusi daerah 
 

C. Mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan 

dan mempraktikannya secara langsung di dunia kerja 



             4 
 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 
Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 40 

hari diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara 

lain: 

 
1. Bagi pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 
a. Membuka peluang kerjasama antara Universitas dengan perusahaan 

dalam pelaksanaan praktik kerja lapagan di waktu yang akan datang 

b. Menciptakan dan meningkatkan kualitas mahasiswa lulusan S1 

Manajemen agar memiliki daya saing yang tinggi dengan 

kemampuan serta pengalamannya 
 

2. Bagi pihak Sudin lingkungan hidup Jakarta Timur 
 

a. Mendapatkan ide dan inovasi yang disalurkan oleh praktikan 
 

b. Mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum 

sempat dikerjakan sebelumnya 
 

c. Memungkinkan terciptanya kerjasama yang dinamis antara 

perusahaan dengan perguruan tinggi di waktu mendatang 
 

3. Bagi pihak praktikan 
 

a. Memperoleh pengalaman dan pembelajaran mengenai dinamika 

dunia kerja pada unit-unit kerja di perusahaan 
 

b. Mengembangkan pola pikir, keberanian serta kemampuan 

berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja 
 

c. Mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 
Praktikan mendapat kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada , 

 

Nama Instansi        : 

Tempat        :  

 

 

Nomor Telepon      : 

 Website         :        https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/jakarta-timur/ 

 

Alasan praktikan memilih Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur adalah karena 

praktikan ingin mengetahui proses kerja di bagian keuangan  serta tata cara arus keuangan 

di instansi pemerintahan.  

Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur 

Jl. Pinang Ranti II No.56, RT.9/RW.1, 

Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560 

(021) 80887051 

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/jakarta-timur/
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu, tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan tahap 

Pelaporan. 

1. Tahap Persiapan 

a. Pada 23 Juli 2020 Praktikan mengajukan surat keterangan ke Gedung R 

Fakultas Ekonomi untuk membuat surat permohonan PKL mandiri dan 

meminta tanda tangan Koordinator Program Studi S1 Manajemen Bapak 

Dr. Suherman, M.Si 

b. Setelah mendapatkan tanda tangan praktikan mengajukan surat 

permohonan PKL Mandiri melalui website Biro Administrasi dan 

Kemahasiswaan (Bakhum) UNJ www.bakh.unj.ac.id/sipermawa. setelah 

selesai diproses, surat diambil di Bakhum UNJ. 

c. Pada tanggal 30 Juli 2020 Praktikan melakukan lamaran di Dinas 

Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan memberikan berkas lamaran kepada 

bagian administrasi. 

d. Pada tanggal 31 Juli 2020 Praktikan mendapatkan informasi bahwa pada 

Senin 03 Agustus 2020 praktikan sudah dapat memulai PKL. 

  

http://www.bakh.unj.ac.id/sipermawa
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2. Tahap Pelaksanaan 
 

Setelah mendapatkan informasi untuk dapat memulai Praktik Kerja 

Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 30 Juli 2020 yang 

bertempat di Jl. Pinang Ranti II No.56, RT.9/RW.1, Pinang Ranti, Jakarta 

Timur, kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari tanggal 03 Agustus 

2020 dan berakhir pada tanggal 30 September 2020, dimulai dari hari Senin 

sampai dengan Jum’at dengan jam kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 

pukul 16.00 WIB. 

 

Tabel I. 1 Jadwal Kerja Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Hari Waktu Keterangan 
   
 08:30-12:00 Jam kerja 
   

Senin s.d Kamis 12:00-13:00 Istirahat 
   
 13:00-16:00 Jam kerja 
   
 08:30-11:00 Jam kerja 
   

Jum'at 11:00-13:00 Istirahat 
   
 13:00-16:00 Jam kerja 
   
Sumber: data diolah oleh praktikan  
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3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

 
Sebagai bukti pelaksanaan PKL yang telah dilakukan oleh praktikan 

maka praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL, tahap penulisan 

laporan PKL dimulai pada tanggal 30 September 2020 hingga selesai dan 

dengan mengikuti bimbingan pada saat aktif perkuliahan semester 113. 

 

Tabel I. 2 Jadwal Waktu PKL 

   Bulan/Tahun   
        

 Tahap Kegiatan  2020    
        

  Juli Agustus September  Oktober November 
        

 Tahap Persiapan       
        

 Tahap Pelaksanaan       
        
 Tahap Penulisan       
 Laporan       

Sumber: data diolah oleh praktikan 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 
 

A. Sejarah Perusahaan 
 

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di 

gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan sebelum di gabung: 

• Lingkungan hidup 

• Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 

Hidup (Kemeneg PPLH, 1978-1983) 

• Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

(Kemeneg KLH, 1983-1993) 

• Kementerian Negarxa Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 1993-2005) 

• Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014) 

• Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan 

tahun 1983) 

• Departemen Kehutanan (1983-1998) 

• Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998) 

• Departemen Kehutanan (1998-2005) 

• Kementerian Kehutanan (2005-2014) 

  Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 
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kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: 

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

pemantapan kawasan hutan dan - lingkungan hidup secara berkelanjutan, 

pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan 

daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan 

produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, 

peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, 

serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan; pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara 

berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, 

peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, 

pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer 

hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan 

lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan; koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan 
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keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan 

hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta 

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan 

hidup dan kehutanan; 

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup 

secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan 

ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan 

lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri 

primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan 

iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan 

kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran 

hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; pelaksanaan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 

pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan; pelaksanaan dukungan yang bersifat 

substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

 

Sumber:  
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Lingkungan_Hidup_dan_Kehut

anan_Republik_Indonesia (diakses pada 13 Oktober 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Senator_International
https://de.wikipedia.org/wiki/Senator_International
https://de.wikipedia.org/wiki/Senator_International
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         Sumber : Data diolah oleh praktikan  

Gambar II. 1  Lokasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur 
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Visi dan Misi Perusahaan 
 

Visi 
 

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam 

mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. 

Misi 
 
 

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, 

dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan 

ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, 

menggerakkan dan memanusiakan.  

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan 

umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan 

keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan 

sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan 

investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.  

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang 

berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai 

permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan 

berintegritas.  

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan 

dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan 

dan sosial.  

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul 

kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan 

kebhinekaan. 

 
Sumber : 

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Renstra-DLH-

2017-2022-fix-ttd.pdf (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020) 

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Renstra-DLH-2017-2022-fix-ttd.pdf
https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Renstra-DLH-2017-2022-fix-ttd.pdf
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Logo Perusahaan  

     Sumber:
 http://www.itdp-indonesia.org 
 

B. Struktur Organisasi 

Sumber:  
Gambar II. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Gambar II. 2 Logo Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur 

http://www.itdp-indonesia.org/logo-dinas-lingkungan-hidup/
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https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/profile/org (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020) 

 
 

Dalam struktur organisasi Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, 

kantor ini dipimpin oleh Kasudin (Kepala Suku Dinas). Dalam struktur 

organisasi, instansi memiliki 5 Sub Bagian/Seksi, yaitu Sub bagian Tata 

Usaha, Seksi pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan 

Kebersihan, Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, Seksi Peran 

Serta Masyarakat dan Penataan Hukum, Seksi Prasarana dan Sarana. 
 

Selanjutnya akan diuraikan secara garis besar mengenai tugas masing-

masing Sub Bagian/Seksi. 
 

1. Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan PERGUB Nomor 284 Tahun 2016 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, daftar tugas 

yang dikerjakan oleh bagian Tata Usaha tercantum dalam BAB III Pasal 47 

yang berisi, (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dalam pelaksanaan administrasi 

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi. (2) Subbagian Tata 

Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di 

bawah dan bertangg-ungjawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Subbagian 

Tata Usaha mempunyai tugas :  

a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan Iingkup tugasnya; 

c) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran;  

d) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi;  

e) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 

f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;  

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/profile/org
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g) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 

dan sarana lingkungan hidup dan kebersihan;  

h) Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban 

kantor;  

i) Menyusun laporan keuangan, kinerja dan kegiatan; 

j) Menghimpun, menganalisa dan mengajukan rencana kebutuhan 

pengadaan/perawatan prasarana dan sarana kerja;  

k) Melaksanakan kegiatan proses pengadaan prasarana dan sarana kerja;  

l) Menerima; mencatat, rnenyimpan dan mendistribusikan prasarana 

dan sarana kerja; 

m) Mengusulkan penghapusan "prasarana dan sarana kerja; 

n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Usaha. 

 

2. Seksi pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan 

Kebersihan berdasarkan PERGUB Nomor 284 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, daftar tugas tercantum 

dalam BAB III Pasal 48 yang berisi (1) eksi Pengawasan dan Pengendalian 

Dampak Lingkungan dan Kebersihan merupakan Satuan Kerja lini Suku 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dalam pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan. (2) 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan mempunyai tugas : 

a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

b) Melaksanakan Rencana Strategis• dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Suku dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  
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c) Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

d) Inventarisasi sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan 

skala kecil) dan non institusi;  

e) Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

(usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi;  

f) Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi (usaha 

dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi;  

g) Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan 

non institusi;  

h) Melaksanakan pengendalian pencemaran emisi sumber bergerak (uji 

emisi kendaraan bermotor); 

i) Inventarisasi kerusakan lingkungan; 

j) Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;  

k) Inventarisasi usaha dan/atau kegiatan (skala UKL-UPL) yang 

memiliki dan tidak memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH; 
 

3. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 berdasarkan PERGUB 

Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup, daftar tugas tercantum dalam BAB III Pasal 49 yang 

berisi (1) Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 merupakan satuan 

kerja lini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dalam 

pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan limbah B3. (2) Seksi Pengelolaan 

Kebersihan dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. 

(3) Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 mempunyai tugas : 

a) Menyusun bahan rencana strateg-is dan rencana kerja dan anggaran 

suku dinas lingkungan hidup kota administrasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
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b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

suku dinas lingkungan hidup kota administrasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sampah darat, pantai 

dan pesisir;  

d) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian limbah b3 darat, 

pantai dan pesisir;  

e) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah darat, 

pantai dan pesisir;  

f) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah b3 darat, 

pantai dan pesisir; 

g) Melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan kebersihan;  

h) Mengoordinasikan pengelolaan sampah darat, pantai dan pesisir; 

i) Menginventarisasi dan mengidentifikasi limbah b3 yang bersumber 

dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, usaha dan/atau 

kegiatan skala kecil dan rumah tangga;  

j) Melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengangkutan limbah 

b3 yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, 

usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan rumah tangga;  

k) Melaksanakan penjemputan limbah b3 yang bersumber dari fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat dasar, usaha dan/atau kegiatan skala 

kecil dan rumah tangga; dan  

l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi 

pengelolaan kebersihan dan limbah b3. 
 

4. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum berdasarkan 

PERGUB Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup, daftar tugas tercantum dalam BAB III Pasal 50 

yang berisi (1) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penaatan Hukum 

merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Administrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan peran serta masyarakat. 

(2) Seksi Peran Serta Masyarakatdan Penaatan Hukum dipimpin oleh 
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seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penaatan 

Hukum mempunyai tugas :  

a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lingkungan 

dan kebersihan; 

d) Melaksanakan pembinaan masyarakat, pelaku usaha dan mitra kerja 

untuk berperan serta dalam memelihara dan menjaga lingkungan dan 

kebersihan;  

e) Melaksanakan pelayanan informasi lingkungan dan kebersihari 

kepada SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/ swasta dan masyarakat;  

f) Melaksanakan pemasyarakatan, penerapan, penggunaan, 

pengembangan dan evaluasi lingkungan dan kebersihan;  

g) Memberdayakan masyarakat, pelaku usaha dan mitra kerja dalam 

pendayagunaan hasil pengolahan sampah;  

h) Melaksanakan pendokumentasian dan mempublikasikan kegiatan 

terkait dengan lingkungan dan kebersihan; 

i) Mengusulkan kawasan bebas sampah; melaksanakan penyuluhan 

kepada masyarakat di bidang lingkungan dan kebersihan; 

j) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lingkungan 

dan kebersihan; 

 
 

5. Seksi Prasarana dan Sarana berdasarkan PERGUB Nomor 284 Tahun 

2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, daftar 

tugas tercantum dalam BAB III Pasal 51 yang berisi (1) Seksi Prasarana dan 

Sarana merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam 
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pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. (2) Seksi 

Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. 

(3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas : 

a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c) Menghimpun, dan mengajukan rencana kebutuhan pengadaan/ 

pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan; 

d) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan;  

e) Melaksanakan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana kerja 

lingkungan dan kebersihan; 

f) Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan ketersediaan dan 

kelaikan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan;  

g) Menghimpun dan mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana 

lingkungan dan kebersihan;  

h) Mengelola gudang dan bengkelsarana lingkungan dan kebersihan; 

dan 

i) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

seksiprasarana dan Sarana.  
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Kegiatan umum Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur adalah 

sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam BAB 2 Pasal 2 

mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi berisi (1) Dinas Lingkungan Hidup 

merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang 

lingkungan hidup. (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung,jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Pasal 3 

berisi (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan 

kebersihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 

a) penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup; 

b) pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;  

c) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar 

teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup serta kebersihan; 

d) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan; 

e) pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku 

Dinas di bidang program dan kegiatan;•  
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f) penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, 

RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL; 

g) penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi 

gas rumah kaca;  

h) pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah; 

i) perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, 

pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan 

sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;  

j) pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan 

prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;  

k) pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, 

pengangkutan, penempatan, pengolahan dan pemanfaatan 

limbah;  

l) penelitian/pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan 

dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik 

pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, 

efisien, mudah, tepat, dan ramah lingkungan; 

m) pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan 

kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara 

rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin 

lingkungan dan kebersihan kota;  

n) pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat 

dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta 

masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan 

limbah;  

o) pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di 

bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, 

perumahan, area kerja;  

p) pemantauan, pengawasan dan pengendalian Limbah B3; 



             24 
 

q) pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai 

pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;  

r) pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan 

pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan 

lingkungan dan kebersihan; 

s) pemantauan kualitas lingkungan;  

t) pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;  

u) pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan 

pada tingkat Daerah; 

v) pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

w) pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau 

kerusakan lingkungan hidup; 

x) pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi 

dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan 

kebersihan;  

y) pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 

lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 

kebersihan;  

z) penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan 

kebersihan;  

aa) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan peny-uluhan 

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;  

bb) pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan hidup; 

cc) pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;  

dd) pelaksanaan standar pelayanan minimal;  

ee) pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan;  
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ff) pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan 

perawatan prasarana dan sarana dibidang lingkungan dan 

kebersihan;  

gg) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas 

Lingkungan Hidup;  

hh) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas 

Lingkungan Hidup;  

ii) pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan 

Hidup; dan  

jj) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Lingkungan Hidup 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 

A. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di, 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, praktikan ditempatkan di 

sub bagian Tata Usaha (Bendahara) sebagai staf Pajak dan Retribusi 

Daerah. Dan praktikan lebih berfokus kepada Retribusi Daerah, peraturan 

mengenai retribusi daerah baik itu cara pemungutan, penarikan, dan 

penetapan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tugas yang 

dilakukan oleh praktikan selama pelaksanaan kegiatan PKL antara lain : 

 

1. Menginput data Wajib Retribusi (WR) ke dalam sistem 

2. Menetapkan tarif retribusi kepada WR berdasarkan sistem 

3. Merekap Wajib Retribusi (WR) yang jatuh tempo (Piutang) 

4. Monitoring Retribusi dan Realisasi Retribusi 

5. Membuat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 

6. Membuat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) 
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B. Pelaksanaan Kerja 

 
Selama kegiatan PKL praktikan dibimbing oleh bu Rizki selaku 

Kasubag TU, mbak Indri selaku staf Pajak, dan mas Hendra di bagian 

Pajak dan Retribusi Daerah. Penjelasan kegiatan PKL selama 40 hari 

kerja tertera secara rinci pada lampiran. Berikut adalah penjelasan dari 

tugas yang diberikan 

 
1. Menginput data Wajib Retribusi (WR) ke dalam sistem 

 
Tugas ini merupakan tugas yang dikerjakan melalui sistem yang 

bernama E-Retribusi. Didalam sistem ini praktikan diinstruksikan untuk  

menginput data mengenai WR (Wajib Retribusi) yang merupakan 

pendaftar baru untuk pelayanan pengangkutan sampah oleh dinas 

lingkungan hidup Jakarta Timur. Pelayanan sampah dilakukan untuk 

Toko, Rumah Sakit, Industri, kaki lima. 
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            Sumber : Data diolah oleh praktikan 
 

 Proses input data Wajib Retribusi (WR) ke dalam sistem dilakukan 

praktikan sebagai berikut : 

1) Setelah pengajuan data dari Kecamatan mengenai wajib retribusi 

baru (pendaftar baru) yang diajukan oleh WR dengan membawa 

foto kopi KTP serta form pengisian untuk pembuatan NPWRD 

2) Setelah para Wajib Retribusi mengajukan permohonan melalui 

masing-masing kecamatan, praktikan sebagai staff retribusi daerah 

membantu dinas lingkungan hidup untuk membantu penginputan 

3) Sub bagian TU menerima data dari kecamatan yang tercantum 

dalam sistem E-Retribusi  

SUDINKecamatan masing-masing Daerah

Melakukan permohonan menjadi 

wajib retribusi dengan melampirkan ; 

1.Pengisian form permohonan wajib 

retribusi 

2.melampirkan KTP/id lainnya

WR (Wajib Retribusi)WR (Wajib Retribusi)

Pergub No. 109 th. 2013
Wajib Retribusi melakukan 

pendaftaran untuk mendapatkan 

nomor pokok wajib retribusi daerah 

(NPWRD) kepada kasudin 

Lingkungan Hidup melalui Kepala 

Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan

Input data melalui sistem 
untuk mendapatkan 

NPWRD

Data Valid Pembuatan NPWRD

Data Tidak Valid TOLAK DATA

Gambar III. 1 Alur kerja penginputan data WR 
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4) Praktikan dan staff retribusi lainnya memulai tahap penginputan 

melalui sistem yang berguna untuk memberikan NPWRD (Nomor 

Pokok Wajib Retribusi Daerah) untuk melakukan penetapan tarif 

retribusi kepada WR 

5) Pada tahap penginputan praktikan pertama membuka sistem 

https://retribusi.jakarta.go.id/retribusi-penetapan/index dan disana 

tertera nama-nama WR di setiap Kecamatan. Langkah-langkah 

nya sebagai berikut: 

a) Buka web sistem E-retribusi pada google chrome 

b) Masukkan akun milik pembimbing untuk melanjutkan 

tahap penginputan  

c) Buka menu e-retribusi lalu klik “penetapan” 

d) Pada sistem E-Retribusi menu “penetapan” tertera 

nama WR atau toko yang didaftarkan 

e) Copy No. Identitas dari sistem E-Retribusi bagian 

penetapan  

f) Lalu ke bagian menu E-Retribusi pendataan, masukkan 

No. identitas, Nama, Alamat, lalu klik “cek” 

g) Pada tahap terakhir klik “Tambah” maka akan otomatis 

generate NPWRD untuk WR  

https://retribusi.jakarta.go.id/retribusi-penetapan/index
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           Sumber : Data diolah oleh praktikan  

 

           Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Gambar III. 2 Sistem E-Retribusi menu penetapan 

Gambar III. 3 Sistem E-Retribusi menu pendataan 
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    Sumber : Data diolah oleh praktikan 

  

Gambar III. 4 Sistem E-Retribusi menu pendataan setelah generate NPWRD 
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2. Menetapkan tarif retribusi kepada WR berdasarkan sistem 

Praktikan diberikan tugas oleh pembimbing untuk membantu 

pekerjaan terkait dengan penetapan tarif retribusi melalui sistem. Tarif 

ini dikenakan karena WR (Wajib Retribusi) menggunakan jasa 

pelayanan pengangkutan sampah terhadap toko atau industry mereka. 

Tarif ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Daerah. Dalam tugas ini praktikan dibimbing oleh mas Hendra 

dalam penyelesaian tugas nya melalui sistem E-Retribusi. 

    Sumber : Data diolah oleh praktikan 

  

WR (Wajib Retribusi)

Kecamatan Masing-masing

Sudin Lingkungan Hidup

WR telah terdaftar di dalam 
sistem sebagai objek 

retribusi

Pihak satpel kecamatan 
Jakarta timur melakukan 
pelayanan sampah ke wr 

tersebut

Laporan mengenai 
berapa banyak sampah 

yang di angkut oleh 
petugas 

Laporan di rekap oleh 
kecamatan 

Penerimaan berita acara dari 
masing-masing kecamatan 

berisi rekapan laporan jumlah 
tonase sampah yang diangkut

Proses penetapan tarif kepada 
Wajib Retribusi (WR) di dalam 

sistem berdasarkan volume 
sampah yang diangkut

Gambar III. 5 Alur kerja penetapan tarif retribusi kepada Wajib Retribusi (WR) 
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 Proses penetapan tarif kepada Wajib Retribusi (WR) di dalam sistem 

dilakukan praktikan sebagai berikut : 

1) Setelah WR mendapat pelayanan dari satpel Kecamatan untuk 

pengangkutan sampah di toko atau industri WR 

2) Langkah selanjutnya adalah pihak kecamatan mengirimkan 

data berupa berapa banyak tonase/kubik sampah yang 

diangkut oleh satpel  

3) Data tersebut berbentuk berita acara yang merupakan surat 

tugas yang ditujukan kepada bagian TU dari masing-masing 

kecamatan di Jakarta Timur 

4) Setelah TU menerima berita acara tersebut, praktikan dan 

pembimbing melakukan pengecekan dan penetapan tarif di 

dalam sistem E-retribusi  

5) Berikut langkah-langkah dalam perhitungan tarif dalam 

sistem E-Retribusi : 

a) Buka sistem https://retribusi.jakarta.go.id/retribusi-

penetapan/retribusi melalui google chrome 

b) Masukkan akun milik pembimbing untuk melanjutkan  

c) Buka menu E-Retribusi dan klik menu “pendataan” 

d) Kemudian “ketik nomor NPWRD yang tertera dalam 

berita acara” 

e) Cek apakah toko sudah benar atau belum 

https://retribusi.jakarta.go.id/retribusi-penetapan/retribusi
https://retribusi.jakarta.go.id/retribusi-penetapan/retribusi
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f) Apabila sudah pilih menu retribusi id “untuk 

penentuan apakah toko tersebut bertipe industry,kaki 

lima, atau industri lainnya) 

g) Di dalam sistem tersedia fitur perhitungan otomatis 

jadi praktikan hanya menulis berapa besaran kubik 

sampah yang diangkut di bulan tersebut. 

h) Setelah selesai klik “hitung” kemudian beri 

keterangan “pembayaran retribusi di bulan tersebut) 

i) Lalu klik tambah maka telah selesai dalam 

perhitungan tarif retribusi kepada WR 

Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Gambar III. 6 Penetapan tarif besaran retribusi yang dikenakan oleh WR dari sistem 
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Sumber: Dokumentasi pribadi praktikan (diambil pada tanggal 6 Agustus 2020) 

 

 

Gambar III. 7 Berita acara yang diberikan oleh Kecamatan ke TU 
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Sumber: Dokumentasi pribadi praktikan (diambil pada tanggal 6 Agustus 2020) 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 8 Jumlah data tonase/kubik sampah WR yang diangkut oleh satpel 
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3.      Merekap Wajib Retribusi (WR) yang jatuh tempo (Piutang) 

Praktikan diberikan tugas oleh Pembimbing untuk merekap Wajib 

Retribusi (WR) yang jatuh tempo. Jatuh tempo ini terjadi ketika WR 

tidak melunasi tagihannya dalam waktu yang ditentukan sehingga 

menimbulkan piutang. Piutang didapatkan karena adanya denda yang 

dikenakan kepada WR akibat dari keterlambatan membayar, denda 

dikenakan sebesar 2% dari nilai STRD (Surat Tagihan Retribusi 

Daerah). 

     Sumber : Data diolah oleh praktikan 

 

WR (Wajib Retribusi) Sudin Lingkungan Hidup

karena keterlambatan WR membayar 
tagihan atas pelayanan yang 

diberikan, dan tertera dalam STRD 
yang diberikan kepada WR

Melakukan pengecekan sistem dan 
melakukan perekapan WR yang jatuh 

tempo 

Pengiriman surat teguran berupa 
pengenaaan denda 2% dari STRD 

kepada WR untuk dapat segera 
dibayar di waktu yang di tentukan

Dibayar Tidak DIbayar

Lunas

Penunggakan di gabung di bulan 
berikutnya

Gambar III. 9 Alur kerja perekapan piutang WR yang jatuh tempo 
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Proses merekap Wajib Retribusi (WR) yang jatuh tempo dilakukan 

praktikan sebagai berikut : 

1) Surat tagihan yang diberikan oleh sudin kepada WR seakan 

diabaikan yang membuat keterlambatan membayar 

2) Keterlambatan membayar tersebut menimbulkan piutang yang 

harus ditagih oleh sudin kepada WR 

3) Cara melakukan penagihan kepada WR ; 

a) Buka web google chrome yang terdapat pada desktop 

komputer  

b) Buka sistem E-Retribusi https://retribusi.jakarta.go.id/ 

masukkan akun pembimbing untuk melanjutkan proses 

c) Setelah masuk sistem, klik menu eRetribusi lalu pilih 

penagihan dan klik “Telah jatuh tempo” 

d) Maka akan muncul nama WR yang jatuh tempo tertera 

di dalam sistem  

e) Klik nama WR untuk membuat surat teguran akibat 

ketrlambatan jatuh tempo 

f) Print surat jatuh tempo dan lipat surat untuk diberikan ke 

WR 

 

https://retribusi.jakarta.go.id/
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      Sumber : Data diolah oleh praktikan   

   

    Sumber : Data diolah oleh praktikan 

 

Gambar III. 10 Tampilan WR yang jatuh tempo dalam sistem 

Gambar III. 11 Bentuk surat teguran kepada WR 



             40 
 

      Sumber : Data diolah oleh praktikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 12 Bentuk Surat Tagihan Retribusi Daerah (STPRD) kepada WR 
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4. Monitoring Retribusi dan Realisasi Retribusi 

Praktikan diberikan tugas oleh Pembimbing untuk memonitoring dan 

melakukan realisasi retribusi. Arti dari monitoring disini adalah 

melakukan kontrol atau memonitoring pembayaran retribusi yang 

dilakukan oleh WR agar dapat mengetahui mana WR yang sudah bayar 

dan belum bayar di bulan tersebut. Arti realisasi disini adalah mencatat 

sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh WR untuk bukti laporan yang 

akan dikirimkan ke kasubag TU, Kasudin, dan Dinas Lingkungan Hidup. 

          Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Proses melakukan monitoring dan realisasi retribusi yang dilakukan 
praktikan sebagai berikut : 

WR (Wajib Retribusi)

Sudin Lingkungan Hidup

Melakukan penarikan data 
melalui sistem https://
retribusi.jakarta.go.id/

Melakukan pendataan 
yang sudah melakukan 

pembayran 

Sudah

Belum

Pelaporan ke kasubag, 
kasudin, dinas LH

Pendataan WR yang belum 
membayar dan jatuh tempo Pembuatan surat teguran

Menerima surat teguran

Gambar III. 13 Alur kerja Monitoring Retribusi dan Realisasi Retribusi 
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1) Setelah praktikan menerima database mengenai monitoring 

di bulan yang bersangkutan 

2) Kemudian praktikan akan diberikan file mengenai realisasi 

retribusi di bulan tersebut 

3) Hal tersebut dilakukan untuk merekap laporan siapa WR 

yang telah membayar dan yang belum membayar 

4) Cara membauat laporannya adalah sebagai berikut ; 

a) Buka file database monitoring yang ditarik dari 

sistem oleh pembimbing 

b) Kemdian klik sheet “bulan yang ingin di monitoring” 

c) Lalu pilih bagian “Kecamatan” dan klik filter untuk 

memilih kecamatan yang ingin di monitoring 

d) Selanjutnya buka file daftar realisasi pembayaran 

retribusi yang diberikan oleh pembimbing 

e) Pilih sheet “kecamatan” yang ingin direalisasikan 

(melihat WR mana yang sudah bayar) 

f) Database monitoring digunakan untuk mengisi file 

realisasi, yang berguna mencatat WR mana yang 

telah membayar retribusinya. 

g) Copy nilai ketetapan yang terdapat pada file database 

monitoring kemudian pindahkan ke file realisasi 

retribusi untuk mencatat bahwa WR tersebut telah 

membayar retribusi. 
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    Sumber : Data diolah oleh praktikan  

 

         Sumber : Data diolah oleh praktikan 

 
 
 
 
 

Gambar III. 14 Bentuk Database Monitoring pada bulan Agustus A/n Gamya 

Gambar III. 15 Data laporan Realisasi per bulan pada setiap kecamatan 
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5. Membuat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 
 
Praktikan diberi tugas oleh pembimbing untuk membantu membuat 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). SKRD ini dibuat untuk 

penetapan terhadap WR yang nantinya surat ini akan diberikan kepada WR 

beserta SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) untuk dapat dilakukan 

pembayaran oleh WR. SKRD berguna untuk bukti bahwa penetapan besaran 

dana yang dilakukan oleh dinas jelas menggunakan peraturan bukan 

penetapan secara asal. Melainkan ditetapkan dengan besaran tarif retribusi 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

  Sumber : Data diolah oleh praktikan 

 

 

WR (Wajib Retribusi)

Sudin Lingkungan Hidup

Kecamatan 
Laporan pelayanan sampah dari 

masing-masing kecamatan mengenai 
besaran tonase yang di angkut yang 

berupa berita acara

Melakukan perhitungan tarif 
melalui sistem yang dilakukan 

oleh sudin

Pembuatan SKRD oleh sudin di 
sistem atas tarif yang sudah di 

tentukan

Penyerahan SKRD  kepada WR 

Gambar III. 16 Alur kerja pembuatan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 
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Proses pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang 

dilakukan praktikan sebagai berikut : 

1) Setelah praktikan menentukan besaran tarif retribusi pada 

sistem maka tahap selanjutnya adalah pembuatan SKRD 

2) SKRD yaitu bukti surat bahwa perhitungan yang dilakukan 

memang benar adanya dan tertera jelas di surat tersebut 

3) SKRD akan diberikan kepada WR untuk bukti dan sebagai 

pendamping SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) 

4) Berikut cara pembuatan SKRD yang dilakukan oleh praktikan : 

a) Buka template pada pdf editor dengan format judul 

SKRD  

b) Buka google chrome kemudian masuk ke laman sistem 

e-Retribusi https://retribusi.jakarta.go.id/  

c) Masukkan akun pembimbing untuk melanjutkan 

d) Buka menu E-Retribusi lalu klik penetapan 

e) Pilih WR yang ingin dibuat SKRD nya 

f) Buka nota perhitungan yang telah diinput sebelumnya 

atas WR yang ingin dibuat SKRD nya 

g) Copy data seperti “tarif perhitungan” “besaran tarif” dan 

“jumlah keseluruhan” ke dalam format SKRD 

h) Jika telah selesai mencopy seluruhnya maka jadilah 

SKRD yang siap diberikan kepada WR 

https://retribusi.jakarta.go.id/
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i) Print surat tersebut 

        Sumber : Data diolah oleh praktikan  

                    Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Gambar III. 17 Menu data WR yang ingin dibuat SKRD-nya 

Gambar III. 18 Nota perhitungan WR yang siap digunakan 
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          Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Gambar III. 19 Template SKRD yang siap untuk diisi 
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Sumber : Data diolah oleh praktikan 
  

Gambar III. 20 Bentuk Surat Ketetapan Daerah (SKRD) siap diberikan kepada WR 
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6. Membuat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) 
 

Praktikan diberikan tugas oleh pembimbing untuk membuat SSRD 

(Surat Setoran Retribusi Daerah), SSRD dibuat setelah SKRD fungsi dari 

SSRD ini adalah bukti untuk melakukan setoran/pembayaran yang harus 

dilakukan oleh WR. SSRD berisi informasi mengenai data WR serta 

berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh WR. Pada SSRD juga tertera 

nomor virtual dan tata cara untuk melakukan pembayaran baik itu 

melalui bank atau e-commerce lainnya. 

   Sumber : Data diolah oleh praktikan 

WR (Wajib Retribusi)

Sudin Lingkungan Hidup

Kecamatan 
Laporan pelayanan sampah dari 

masing-masing kecamatan mengenai 
besaran tonase yang di angkut yang 

berupa berita acara

Input Nota perhitungan oleh sudin
Pembuatan SSRD oleh sudin di 
sistem atas tarif yang sudah di 

tentukan

Penyerahan SSRD (Bukti 
Pembayaran)  kepada WR 

Bayar Tidak 
Bayar

Lunas Piutang

Gambar III. 21 Alur kerja pembuatan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) 
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Proses pembuatan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang 

dilakukan praktikan sebagai berikut : 

1. Setelah pembuatan SKRD yang berfungsi sebagai bukti 

penetapan kepada WR selanjutnya yaitu pembuatab SSRD 

2. SSRD dibuat untuk bukti pembayaran yang dilakukan oleh WR 

atas pelayanan yang diberikan  

3. Berikut cara pembuatan SSRD yang dilakukan oleh praktikan : 

a) Buka google chrome kemudia masuk ke lama E-

Retribusi https://retribusi.jakarta.go.id/  

b) Masukkan akun pembimbing untuk melanjutkan 

c) Buka menu e-retribusi kemudia klik penetapan 

d) Pilih WR yang ingin dibuat SSRD nya 

e) Klik WR yang dipilih, lalu klik cetak PDF pada menu 

SSRD 

f) Kemudin cetak SSRD dan siap diberikan kepada WR 

  

https://retribusi.jakarta.go.id/
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          Sumber : Data diolah oleh praktikan  

  Sumber : Data diolah oleh praktikan 

Gambar III. 22 Menu Penetapan dalam sistem E-Retribusi 

Gambar III. 23 Menu WR yang dipilih untuk dibuatkan SSRD-nya 
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Sumber : Data diolah oleh praktikan 
 

Sumber : Data diolah oleh praktikan 
 
 
 
  

Gambar III. 24 Lembar ke-1 bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 

Gambar III. 25 Lembar ke-2 bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 



             53 
 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari 

kerja di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur terdapat berberapa kendala 

yang dialami oleh praktikan, baik kendala dalam diri praktikan (kendala 

internal) maupun kendala dari lingkungan PKL (kendala eksternal). Berikut 

merupakan kendala-kendala yang dapat praktikan uraikan: 

1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan sedikit mengalami sedikit 

kesulitan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan karyawan 

yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Hal ini terjadi 

dikarenakan praktikan tidak diperkenalkan secara langsung oleh 

Kasubag TU kepada staf  PNS yang ada diruangan TU. 

2. Terdapat beberapa data yang harus dikerjakan secara manual. Yang 

mana pengecekan berita acara yang diberikan kepada sudin dari 

kecamatan yang berisi laporan besaran tonase sampah yang diangkut 

oleh Satpel dari masing-masing WR. Hal tersebut membutuhkan 

waktu yang lama karena mencocokan hasil tonase yang dilaporkan 

dengan database. 

3. Kantor sudin tidak mengizinkan mahasiswa PKL untuk melakukan 

input data pada sistem khusus dibagian perpajakan, seperti input data 

pembayaran atau pelaporan PPh melalui sistem atau mencatat 

pengeluaran yang dikenakan pajak seperti pembelian peralatan 

kantor. Praktikan hanya diizinkan untuk melakukan pencatatan data 

pada sistem E-retribusi. 
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D. Cara Mengatasi Masalah 

Berdasarkan beberapa kendala yang telah praktikan uraikan di atas, 

praktikan berusaha mencari cara untuk mengatasi kendala tersebut: 

1. Walaupun praktikan tidak diperkenalkan secara langsung oleh Kasubag 

TU, namun praktikan tetap memperkenalkan diri secara individu kepada 

staf-staf PNS yang ada di kantor. Praktikan juga berusaha untuk menjadi 

aktif dalam berkomunikasi dan berbaur dengan staf-staf PNS yang lain. 

2. Praktikan bertanya kepada pembimbing untuk meminta soft file tentang 

database tersebut yang memudahkan pengecekan manual dengan hanya 

mencocokan jumlah WR serta total tonase sampah yang terdapat pada 

berita acara tersebut, sehingga memudahkan praktikan dalam mengecek 

berita acara tersebut. 

3. Praktikan berkoordinasi kepada staf pajak mengenai sistem yang 

digunakan dalam perpajakan dan bertanya mengenai fungsi sistem 

tersebut, sehingga praktikan mengerti alur dari tugas tersebut. 
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Keterbatasan  

 
1. Retribusi dalam matkul perpajakan terbatas dalam pelajaran kampus sehingga 

intern agak kaku dalam pengerjaan retribusi daerah. 

2. Pihak universitas negeri jakarta harus memperdalam matkul retribusi bahwa ada 

yang mamanya retribusi daerah dan telah diatur dalam pasal serta perda daerah. 

3. Perlunya wawasan serta edukasi mengenai retribusi tiap daerah oleh pihak 

Universitas Negeri Jakarta bahwa tiap daerah mempunyai aturan retribusi daerah 

yang berbeda-beda dan diatur dalam Peraturan Daerah. 

4. Dalam perpajakan bukan masalah yg saya hadapi tapi ada ilmu baru yg saya 

dapatkan yang mana dalam institusi pemerintahan juga ada karyawan honorer 

yang mana perlakuan pajak yg diberikan berbeda dengan para PNS. 

5. Keterbatasan dalam pembelajaran perpajakan karena pandemic ini yang menjadi 

kendala dalam belajar pajak terutama pajak Pph pasal 21 mengenai perhitungan 

PNS. 

6. Pihak Universitas Negeri Jakarta kedepannya diharapkan dapat menyediakan 

brevet pajak umum sebagai pedoman dan bisa dijadikan landasan untuk melamar 

pekerjaan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari di Dinas 

Lingkungan Hidup Jakarta Timur, praktikan mendapatkan pengalaman dan 

wawasan yang bermanfaat mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. 

Praktikan dituntut untuk displin, profesional, kreatif dan rapih dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Praktikan dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

 
1. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat 

mengetahui bagaimana proses keuangan atau alur keuangan di instansi 

pemerintahan khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. 

 
2. Menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai proses 

pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan arus pemasukan dan 

pengeluaran keuangan di instansi pemerintah, mengetahui sebagian 

sumber pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Jakarta Timur. 

 
3. Praktikan ditempatkan di sub Tata Usaha, pada bagian Pajak dan 

Retribusi Daerah. Sub bagian tersebut sesuai dengan konsentrasi yang 

sedang praktikan tempuh yaitu, konsentrasi manajemen keuangan. 

 
Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang praktikan dapat 

 
selama perkuliahan di dunia kerja. 
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B. Saran 

Dengan telah dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan oleh praktikan, 

praktikan ingin memberikan beberapa saran kepada kantor tempat praktikan 

melakukan Praktik Kerja Lapangan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta 

Timur yang praktikan harap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa saran dari praktikan: 

1. Saran untuk Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur 

Diharapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur untuk 

memperkenalkan mahasiwa yang melakukan PKL kepada karyawan 

lainnya untuk memudahkan proses penyesuaian diri selama PKL. Kantor 

juga diharapkan dapat memperbolehkan mahasiswa PKL untuk 

mengakses media elektronik untuk membantu staf administrasi dalam 

melakukan input data di bidang perpajakan. 

2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Diharapkan untuk Fakultas Ekonomi UNJ khususnya program 

studi S1 Manajemen untuk menjalin kerjasama dengan beberapa 

perusahaan atau instansi pemerintahan agar memudahkan mahasiswa 

dalam mencari tempat PKL. 

3. Saran untuk Mahasiswa 

Mahasiswa harus lebih mempersiapkan diri, baik dari kemampuan 

akademik maupun keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk dapat 

mendukung pelaksaan PKL. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu 

dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan kerja 

baru untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan PKL. Lalu, 

mahasiswa juga harus lebih aktif, inisiatif dan kreatif dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Izin PKL 
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Lampiran 3 Daftar Hadir PKL 



             63 
 

 43  



             64 
 

 44  



             65 
 

 
  

Lampiran 4 Penilaian PKL 
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Lampiran 5 Surat Penyelesaian PKL 
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Lampiran 6 Bukti Keabsahan Surat 
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Lampiran 7 Kegiatan Harian PKL 
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Lampiran 8 Foto Praktikan di Kantor Dinas LH 
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